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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia menduduki peringkat ke-empat sebagai negara yang memiliki jumlah 

penduduk terbanyak di dunia. Sebagai negara berkembang, ekonomi Indonesia 

masih cenderung kurang stabil dibandingkan dengan negara maju. Pemerintah pun 

gencar dalam menghimbau masyarakat untuk terus aktif dan giat bekerja agar dapat 

terus melangsungkan kehidupannya dan tentunya dapat pula membantu menyokong 

pembangunan negara.1 Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena setiap 

negara pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi negaranya terutama untuk mencapai perekonomian yang 

stabil dan baik. 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tenaga kerja memiliki peran yang 

sangat penting dalam proses peningkatan serta kemajuan perekonomian di 

Indonesia. Berbagai indikator dapat digunakan untuk mengukur dan/atau melihat 

pertumbuhan perekonomian di suatu negara, salah satu indikator yang berpengaruh 

adalah dari sektor tenaga kerja. Apabila tenaga kerja bertambah atau tumbuh 

seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan maka perekonomian suatu 

negara berada pada posisi yang baik. Hal ini dikarenakan, semakin banyak pekerja 

yang produktif dalam pekerjaannya, mereka akan memiliki uang yang dapat mereka 

gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan/atau keluarganya dengan cara 

membeli kebutuhan yang mereka perlukan bagi kelangsungan hidup. Dengan 

 
1 Djumadi, Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.1 
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begitu, secara tidak langsung akan ada hubungan kesinambungan antara produsen 

dan konsumen, dimana produsen dapat terus melakukan produksi barang dan/atau 

jasa yang diperlukan masyarakat. Kemudian masyarakat selaku konsumen akan 

menggunakan uang hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan wajibnya dan/atau 

membeli sesuatu yang diinginkannya. Dengan begitu sirkulasi perekonomian pada 

suatu negara dapat berjalan lancar, dan tentunya negara akan mengalami 

keuntungan dengan tidak adanya uang macet yang dapat menyebabkan inflasi. 

Perekonomian suatu negara tidak selamanya dapat berjalan dengan stabil 

dikarenakan ada banyak faktor yang mempengaruhi, salah-satunya adalah tingkat 

konsumsi atau daya beli masyarakat yang rendah, sehingga berdampak kepada 

produksi dan penjualan pada berbagai perusahaan. Banyak perusahaan yang 

akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja 

(selanjutnya disebut PHK) terhadap beberapa karayawan dan/atau pekerjanya 

sebagai salah satu langkah untuk melindungi perusahaan mereka dari kebangkrutan 

dan kerugian yang besar akibat ketidakstablian ekonomi di masyarakat.  

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003) menjelaskan bahwa “PHK 

adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan 

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”. PHK dapat 

diketahui terjadi karena dua faktor, yaitu PHK karena keinginan dari pekerja itu 

sendiri maupun PHK yang merupakan keputusan dari perusahaan.  

Salah-satu alasan PHK yang dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerjanya 

telah diatur pada Pasal 164 ayat (1) UU 13/2003 yang menyatakan bahwa 
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“Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaaan 

tutup yang disebabkaan keadaan memaksa atau force majeure”. Kemudian pada 

ayat (3) pasal ini juga menambahkan bahwa pengusaha juga dapat melakukan PHK 

terhadap pekerjanya apabila perusahaan tutup bukan karena kerugian 2 tahun 

berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa atau force majeure melainkan 

disebabkan oleh adanya efesiensi.2 

Fenomena PHK yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, diakibatkan oleh 

munculnya wabah Virus Korona yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, 

China. Virus ini kemudian menyebar dengan cepat hingga ke seluruh penghujung 

dunia, dan tak terkecuali Indonesia. Virus Korona merupakan sekelompok virus 

yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan/atau hewan, dimana virus ini 

menyerang saluran pernafasan manusia, yang pada akhirnya menyebabkan infeksi 

saluran pernafasan seperti batuk, pilek, hingga yang lebih serius dapat 

mengakibatkan penyakit yang dikenal dengan Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan/atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus Corona ini 

kemudian bermutasi dan membentuk jenis baru yang selanjutnya disebut dengan 

wabah Covid-19 dan memiliki sifat yang menular. Akibat penyebaran Covid-19 

yang terus meluas dan tidak terkontrol ke berbagai belahan dunia tak terkecuali 

Indonesia, pada Maret 2020 WHO menyatakan dan menetapkan secara resmi 

 
2 Berkaitan dengan PHK atas dasar efisiensi, Mahkamah Konstitusi (“MK”) memberikan 

penafsiran dalam Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 164 ayat 

(3) UU Ketenagakerjaan. MK Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup 

permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”, pada frasa “perusahaan tutup” tidak 

memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau 

perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. 
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bahwa Covid-19 merupakan Pandemi Global.3 Untuk memutus persebaran Covid-

19 ini pada akhirnya banyak negara di dunia yang memutuskan untuk melarang 

sama sekali kedatangan warga asing ke negaranya dan menutup sebagian kota-kota 

(lockdown). Bahkan ada beberapa negara yang memutuskan untuk menutup 

perbatasan daratan dan wilayah udaranya dan mewajibkan masyarakatnya untuk 

melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari.  

Pemerintah Indonesia juga mengambil beberapa kebijakan untuk memutus 

persebaran dan penularan dari Covid-19, yang dilakukan salah-satunya dengan 

memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Agus Wibowo, yang 

merupakan Kepala Pusat Data dan Informasi Bandan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), menyatakan bahwa sudah terdapat dua provinsi dan 21 

kabupaten / kota di Indonesia yang telah di berlakukakan PSBB. Dua provinsi yang 

dimaksud adalah DKI Jakarta dan Sumatera Barat. Sementara 21 kabupaten/kota 

yang telah disetujui usulannya untuk menerapkan PSBB adalah Kabupaten/Kota 

Bogor, Kabupaten/ Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan 

Kabupaten/Kota Tangerang, Kabupaten/ Kota Bandung, Kabupaten Bandung 

Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota 

Tegal, Kota Banjarmasin, Kota Tarakan, Kota Sidoarjo, Gresik dan Surabaya4.  

  

 
3 Soesanti Harini Hartono, “WHO Resmi Nyatakan Covid-19 Sebagai Pandemi Global 

Setelah Menyebar ke 118 Negara”, https://health.grid.id/read/352059111/who-resmi-nyatakan-

covid-19-sebagai-pandemi-global-setelah-menyebar-ke-118-negara?page=all (diakses pada tanggal 

14 Mei 2020). 
4 Dani Prabowo, “BNPB: Sudah 2 Provinsi dan 21 Kabupaten/ Kota yang Terapkan PSBB”, 

https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/19520061/bnpb-sudah-2-provinsi-dan-21-

kabupaten-kota-yang-terapkan-psbb (diakses pada tanggal 13 Mei 2020). 

https://health.grid.id/read/352059111/who-resmi-nyatakan-covid-19-sebagai-pandemi-global-setelah-menyebar-ke-118-negara?page=all
https://health.grid.id/read/352059111/who-resmi-nyatakan-covid-19-sebagai-pandemi-global-setelah-menyebar-ke-118-negara?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/19520061/bnpb-sudah-2-provinsi-dan-21-kabupaten-kota-yang-terapkan-psbb
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/22/19520061/bnpb-sudah-2-provinsi-dan-21-kabupaten-kota-yang-terapkan-psbb
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Imbauan PSBB ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum 

diantaranya: 

• Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus 

Disease 2019 (Covid-19); 

• Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

• Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

• Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non 

Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai 

Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres No.12/2020). 

Penetapan status Covid-19 sebagai bencana nasional serta pemberlakuan PSBB 

sebagai langkah percepatan penanganan Covid-19 oleh pemerintah, pada akhirnya 

memberikan dampak yang krusial bagi dunia usaha karena pelaku usaha menjadi 

kesulitan bidang ekonomi dan pada akhirnya banyak perusahaan menjadi tidak 

mampu lagi untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang seringkali masih 

terikat pada kontrak.  
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Pemberlakuan PSBB mewajibkan perusahaan yang bergerak selain pada sektor 

kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, 

logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik 

dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; 

dan/atau kebutuhan sehari-hari, harus melakukan penghentian sementara aktivitas 

bekerja mereka di tempat kerja / kantor. Penerapan aturan pemerintah seperti diatas 

menjadi alasan kuat bagi banyak pihak menjadi tidak mampu memenuhi 

kewajibannya tersebut, yang tentunya hal ini terjadi di luar prediksi dan tidak dapat 

dihindari. Dalam dunia hukum, kondisi ini disebut dengan istilah force majeure atau 

keadaan kahar.  

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah 

force majeure memang telah diatur walau kurang tegas pada Buku Ketiga tepatnya 

pada Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

dengan KUHPer). Dimana disebutkan bahwa pihak dalam suatu perikatan tidak 

diwajibkan memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi 

kewajibannya karena adanya keadaan memaksa (overmacht). Apabila mengacu 

pada konsiderans huruf c Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat diketahui bahwa 

persebaran Covid-19 di Indonesia mengakibatkan terjadinya keadaan tertentu 

berupa darurat bencana wabah penyakit yang perlu diantisipasi dampaknya. Karena 

memang pada dasarnya tidak ada seorangpun yang dapat memprediksi Pandemi 

Covid-19 akan terjadi maupun perkiraan kapan dapat selesai. 
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Salah satu kasus PHK yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19 dialami oleh 

pekerja X yang bekerja di perusahaan kontraktor Y yang berkedudukan di Surabaya 

dan bergerak dalam bidang jasa konstruksi bangunan. Pada bulan Juni 2019, 

Perusahaan Kontraktor Y mendapatkan proyek untuk membangun sebuah 

apartemen di Surabaya. Oleh karena itu perusahaan kontraktor Y melakukan 

perekrutan tenaga kerja baru untuk melaksanakan proyek tersebut, salah-satunya 

adalah pekerja X yang dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) / dalam hal ini pekerja X dapat disebut sebagai pekerja kontrak. Dalam 

PKWT tersebut diatur bahwa jangka waktu berakhir perjanjian adalah 1 (satu) 

tahun, yakni Juni 2019 sampai dengan Juni 2020. Namun akibat adanya pandemi 

Covid-19 sejak akhir tahun 2019 hingga tahun 2020, maka perusahaan kontraktor 

Y akhirnya mengalami banyak kerugian, dan sejak bulan bulan April 2020 

perusahaan kontraktor Y melakukan PHK terhadap beberapa pekerjanya, termasuk 

Pekerja X atas dasar pandemi Covid-19, tanpa pembayaran gaji atau ganti rugi 

apapun. 

Atas dasar itulah, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam 

skripsi yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN 

HUBUNGAN KERJA ATAS DASAR PANDEMI COVID-19 YANG 

DIKATEGORIKAN SEBAGAI FORCE MAJEURE DITINJAU DARI 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka penulis mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah perusahaan kontraktor Y dapat 

melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan X atas dasar Pandemi 

Covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure berdasarkan UU No.13 Tahun 

2003?” 

  
1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: 

A. Tujuan Akademis 

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. 

B. Tujuan Praktis 

Untuk lebih mengetahui mengenai sah atau tidaknya bentuk pemutusan 

hubungan kerja terhadap pekerja kontrak yang didasari oleh Pandemi Covid-

19 yang dikategorikan sebagai force majeure. 

  

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut dan untuk 

menambah wawasan tentang pemutusan hubungan kerja yang didasari oleh 

Pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure. 

2. Memberikan masukan kepada pemerintah khususnya para hakim mengenai 

pemberian / penjatuhan vonis kepada pelaku usaha / pengusaha yang tidak 
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sesuai dalam menerapkan hukum, dalam hal ini yang melakukan pemutusan 

hubungan kerja yang didasari oleh Pandemi Covid-19 yang dikategorikan 

sebagai force majeure tanpa pembayaran gaji atau ganti rugi apapun. 

 

1.5 Metodologi Penelitian  

 

A. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah 

tipe penelitian Yuridis Normatif. “Penelitian hukum normatif yang nama lainnya 

adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian 

perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan 

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”,5 

  
B. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute 

approach. “Pendekatan Undang Undang (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.”6 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

konseptual atau conceptual approach. “Pendekatan konseptual (conceptual 

approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum.”7 

 

  

 
5 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.14 
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h.93 
7 Ibid., h.135 
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C. Bahan / Sumber Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni: 

• Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 

• Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangangan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

91) 

• Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

• Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

• Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non 

Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana 

Nasional. 

• Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 
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Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 326) 

  
b. Bahan Hukum Sekunder 

Untuk melengkapi sumber bahan hukum primer digunakan pula sumber bahan 

hukum sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yaitu 

mempelajari permasalahan melalui buku-buku, literatur, jurnal hukum, internet, 

media massa, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi 

penulisan.8 

  
D. Langkah Penelitian 

a. Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan 

sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan 

hukum terkait melalui pustaka. Bahan-bahan itu diklasifikasikan berdasarkan 

kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah 

memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.  

b. Analisa atau Pembahasan 

Langkah analisa menggunakan metode silogisme deduksi, dalam hal ini adalah 

ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum 

yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian 

diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban 

khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar, akurat, dan logis digunakan 

 
8 Ibid., h.195 
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beberapa penafsiran, antara lain penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. 

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat/ memperhatikan 

susunan pasal yang berhubungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang 

lainnya, yang ada di dalam undang undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal 

dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik. 

Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. 

  
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Pertanggungjawaban Sistematika dari penelitian skripsi ini terdiri dari IV (empat) 

bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut: 

BAB I; PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal dari penelitian ini dengan 

mengemukakan latar belakang masalah. Adapun isi yang diangkat dalam penelitian 

ini mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja yang di PHK atas dasar 

pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure.  Atas dasar inilah 

perlu dikaji rumusan masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, kemudian 

bab ini juga mengemukakan tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian 

yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. 

BAB II; TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN PEMUTUSAN 

HUBUNGAN KERJA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. Bab ini 

terbagi dalam dua sub bab, yaitu: Sub Bab 2.1 Pengertian dan Unsur-Unsur 

Perjanjian Kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003. Bab ini mengemukakan 

mengenai definisi dari perjanjian kerja secara umum, pekerja waktu tertentu, dan 

kemudian aturan dalam membuat perjanjian kerja waktu tertentu dalam UU 
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Ketenagakerjaan. Sub Bab 2.2 Pengaturan Mengenai Pemutusan Hubungan 

Kerja Menurut UU No 13 Tahun 2003. Bab ini mengemukakan mengenai 

pengertian dan jenis-jenis pemutusan hubungan kerja secara umum, larangan 

pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, dan syarat-syarat apabila 

pengusaha akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yang 

terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Sub Bab 2.3 Force Majeure Dalam 

Kontrak Menurut UU No 13 Tahun 2003. Bab ini pada awalnya mengemukakan 

mengenai definisi force majeure dalam perjanjian secara umum, force majeure 

dalam kontrak kerja dan kemudian menjelaskan pula mengenai pengaturan dalam 

UU No. 13 Tahun 2003 yang telah mengatur bahwa force majeure dapat dijadikan 

salah satu alasan bagi pengusaha dalam memutus hubungan kerja dengan 

pegawainya, beserta dengan persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhinya. 

BAB III; ANALISA TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS 

DASAR PANDEMI COVID-19 YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI 

FORCE MAJEURE. Bab ini terdiri dari dua sub bab yang diuraikan sebagai 

berikut: Sub bab 3.1 Kronologis Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap 

Pekerja Atas Dasar Pandemi Covid-19 Yang Dikategorikan Sebagai Force 

majeure. Bab ini mengupas kejadian pada salah satu perusahaan kontraktor, dimana 

pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak kepada pegawainya atas 

dasar pandemi Covid-19 yang kemudian dikategorikan sebagai Force majeure. Sub 

bab 3.2 Analisa Sah Tidaknya Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh 

Perusahaan Y Terhadap Pekerja X Atas Dasar Pandemi Covid-19 Yang 

Dikategorikan Sebagai Force Majeure. Bab ini secara khusus menganalisa 
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mengenai sah atau tidaknya suatu tindakan perusahaan yang melakukan pemutusan 

hubungan kerja sepihak terhadap pekerja X atas dasar pandemi Covid-19 yang 

dikategorikan sebagai force majeure. 

BAB IV; PENUTUP. Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan 

adalah hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. 

Sedangkan saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan kasus-kasus 

yang sejenis, terutama kepada aparat penegak hukum dalam memberikan putusan 

yang sesuai. Mengingat ilmu hukum bersifat preskriptif yang selalu membutuhkan 

masukan, khususnya kepada pejabat penuntut umum yang pemegang peran penting 

dalam proses penuntutan.   

 


